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ABSTRAK 

 

Syaidil Aldiansya Syarif H., (2025) : “Implementasi Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung 

Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten 

Siak Perspektif Siyasah Tanfidziyyah 

 

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan keuangan desa 

yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai pedoman resmi untuk memastikan setiap 

tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, tahap 

penatausahaan, tahap pelaporan hingga tahap pertanggungjawaban. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 

implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh? Dan apa faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh? Serta Bagaimana 

perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap pengelolaan keuangan desa di kampung 

Paluh kecamatan Mempura Kabupaten Siak? 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field riset) dengan 

pendekatan kualitatif . Sumber data yang digunakan meliputi data primer, 

sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh langsung dari narasumber, data 

sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel, internet, dan peraturan perundang-

undangan, sementara data tersier diperoleh melalui Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik obsevasi, wawancara, 

dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Informan penelitian ini terdiri dari 4 orang, Kepala Desa, Ketua 

Rukun Warga, dan warga Kampung Paluh. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Kampung Paluh Kecamatan 

Mempura Kabupaten Siak telah dilaksanakan sesuai tahapan. Namun, dalam 

praktiknya masih terdapat berbagai kekurangan sehingga sepenuhnya belum 

optimal. Pemerintah desa menggunakan Siskeudes, menyusun SPJ setiap tahun, 

serta menyampaikan informasi melalui baliho dan grup WhatsApp desa. Adapun 

faktor yang dihadapi antara lain lemahnya partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan, kurang maksimalnya keterbukaan informasi, serta lemahnya 

kapasitas SDM aparatur desa yang menyebabkan keterlambatan realisasi program. 

Berdasarkan siyasah tanfiziyyah, pengelolaan keuangan desa di Kampung Paluh 

telah berupaya melaksanakan kewenangan eksekutif sesuai aturan, tetapi beberapa 

unsur tanfiziyyah masih perlu diperkuat, maka pelaksanaan Permendagri 20/2018 

akan lebih sesuai dengan prinsip siyasah tanfiziyyah yang menekankan amanah, 

keadilan, efektivitas, dan ketertiban dalam pelaksanaan pemerintahan. 

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Keuangan Desa, Siyasah Tanfidziyyah. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 Tentang Desa menjelaskan, bahwa desa merupakan kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI).
1
 Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dipimpin 

oleh Aparatur Desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Tugas 

utama Aparatur Desa adalah melakukan pelaksanaan urusan-urusan 

pemerintahan desa dan mengedepankan kepentingan rakyat. Penyelenggaraan 

pemerintahan desa dikepalai oleh seorang kepala desa atau di beberapa 

daerah disebut dengan sebutan lain seperti kepala kampung, petinggi dan lain-

lain. Dalam pasal 26 ayat 1 tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan 

pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2
 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 

disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang 

                                                     
1
Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Lembaran Negara 

Tahun 2018 Nomor 611, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 ayat (1). 
2
Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6914, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 ayat (1). 



2 

 

 

 

karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 

pengelolaan keuangan Desa.
3
 Maka dari itu, untuk mengemban tanggung 

jawab tersebut dibutuhkan aparatur pemerintahan desa yang jujur, amanat, 

berkompeten, dan mampu mengayomi masyarakat dalam melakukan 

penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan anggaran desa demi terciptanya 

birokrasi yang baik.  

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Penamaan Desa jadi Kampung. Dengan semangat Otonomi 

Daerah dan mengimplementasikan Undang– Undang Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Desa di Kabupaten Siak, perlu dilakukan perubahan penamaan dari 

Desa menjadi Kampung yang bertujuan untuk melestarikan penamaan lama 

yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak, perubahan 

nama tersebut dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu 

untuk Desa dengan sebutan Kampung di Kabupaten Siak. Hal ini juga terjadi 

pada Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang 

dulunya dinamakan Desa yang saat ini sudah berubah dengan sebutan 

kampung.
4
 Dalam Azas Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan Desa di 

kelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, 

dikelola dalam masa satu anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 

dengan tanggal 31 Desember. Dikelola berdasarkan azas-azas transparan, 

                                                     
3
Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Lembaran Negara 

Tahun 2018 Nomor 611, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,, Pasal 1 ayat (8). 
4
Elly Nielwaty, et al., “Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kampung (APBKam) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak,” Jurnal 

Administrasi Politik dan Sosial, Volume 2., No. 3., h. 161. 
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akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran.
5
 

Kampung Paluh memiliki berbagai fasilitas umum dan sosial yang 

dibangun dari berbagai sumber dana, yaitu pendanaan oleh Pemerintah 

Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

Pemerintah Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung 

(APBKam), dan masyarakat melalui berbagai bentuk swadaya fasilitas umum 

yang ada di Kampung Paluh seperti sarana transportasi jalan dan gang-gang 

kecil sudah cukup lengkap dan dalam kondisi yang baik sehingga 

memudahkan mobilitas masyarakat menuju dan keluar desa.
6
 

Beberapa jalan dan gang kecil sudah disemenisasi sehingga akses 

menuju pemukiman semakin mudah, namun akses menuju lahan kebun 

masyarakat apabila musim hujan kondisi jalan tidak baik karena lahan 

perkebunan masyarakat berada didaerah gambut. Fasilitas Sosial yang ada di 

Kampung Paluh terdiri dari sarana dan prasarana perkantoran, pendidikan, 

kesehatan, sarana pertemuan dan perkumpulan, tempat ibadah, pemakaman 

dan olahraga. Kampung Paluh memiliki beberapa sarana yang dibangun 

untuk memperlancar kegiatan pemerintahan kampung. Sarana perkantoran 

yang terdapat di Kampung Paluh di antaranya Kantor Penghulu Kampung, 

Kantor BPD dan Kantor Bumkam. Secara umum kondisi semua fasilitas 

pemerintahan yang ada di Kampung Paluh masih dalam kondisi baik dan 

                                                     
5
Risnawati, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” Jurnal Ekonomi dan 

Keuangan Publik, Volume 8., No. 1., (2021), h. 17.  
6
Kampung Paluh, Profil Desa Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak 

Provinsi Riau, (Siak: Badan Restorasi Mangrove dan Gambut, 2021), h. 6. 
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berfungsi. Hanya saja Sekretariat BAPEKam tidak terawat karena memang 

dalam beberapa tahun belakangan tidak difungsikan, akan tetapi untuk ke 

depan telah direncanakan oleh pemerintahan kampung untuk difungsikan 

kembali.
7
 

Pemerintah Desa selaku pengelola APBDes dituntut untuk 

menerapkan sistem pengendalian internal mulai tahap perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban yang 

mempedomankan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 yang 

merupakan salah satu bentuk implementasi dari tugas dan wewenang 

Mendagri dalam mengupayakan suatu sistem pengelolaan keuangan desa 

yang terkonsep dan sistematis. Permendagri No 20 tahun 2018 penting dan 

urgen, penting karena dalam regulasi tersebut terdapat format-format 

pengelolaan keuangan desa yang terbaru dan urgen karena pemberlakuannya 

yang baru sementara aparatur desa belum tentu paham, belum bisa dipastikan 

apakah sudah memahami dengan jelas format-format pengelolaan keuangan 

desa versi terbaru tersebut yang mana pengelolaan keuangan desa apabila 

tidak dilakukan secara baik sesuai dengan ketentuan yang ada, akan 

berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
8
 

Pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  seorang Kepala Desa 

menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintah desa yaitu 

menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri  dan merupakan penyelenggara  

dan  penanggung  jawab utama  dalam  bidang  pemeritahan,  pembangunan 

                                                     
7
Ibid., h. 7. 

8
Hartina Husein dan Dewi M Latue, ”Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 

Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa“, Kupna Jurnal , Volume 2., No.2., (2022), h. 

83 
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dan  kemasyarakatan  dalam  rangka  penyelanggara urusan  pemeritah  desa,  

urusan  pemerintah  desa umumnya  termasuk  pembinaan  ketenteraman  dan 

ketertiban  sesuai dengan  peraturan  perundang-undang yang berlaku dan 

menumbuhkan serta mengembangkan  jiwa  gotong  royong  masyarakat 

sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintah desa. 

Dalam konteks hukum Islam, fiqh siyasah memiliki beberapa cabang 

pembahasan, di antaranya siyasah dusturiyyah (konstitusi), siyasah 

tasyr‟iyyah (legislasi), siyasah maliyyah (keuangan), siyasah idariyyah 

(administrasi), dan siyasah tanfidziyyah (kekuasaan eksekutif/pelaksanaan 

kebijakan). Siyasah Tanfidziyyah merupakan aspek siyasah yang membahas 

bagaimana kebijakan pemerintahan dijalankan, bagaimana penguasa 

mengeksekusi kewenangan, serta bagaimana administrasi pemerintahan 

bekerja agar keputusan dan peraturan dapat terlaksana secara efektif demi 

kemaslahatan masyarakat. 

Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa merupakan 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan pemerintahan dan 

pelaksanaan kebijakan desa. Hal ini sejalan dengan konsep siyasah 

tanfidziyyah, yaitu kewenangan pemimpin (ulil amri) untuk mengeksekusi 

urusan rakyat, memastikan pelaksanaan administrasi, dan menjalankan 

pemerintahan sesuai prinsip keadilan, amanah, serta kemaslahatan umum. 

Pengelolaan keuangan desa yang diatur melalui Permendagri Nomor 20 

Tahun 2018 termasuk dalam wilayah implementatif (tanfidz), karena 

berhubungan langsung dengan tugas eksekutif desa dalam merencanakan, 

melaksanakan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran 

desa. 
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Siyasah tanfidziyyah menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan 

harus berjalan secara profesional, amanah, berkeadilan, serta berorientasi 

pada pelayanan publik. Dengan demikian, kepala desa dan perangkat desa 

sebagai pelaksana pemerintahan berkewajiban menjalankan pengelolaan 

keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Hal ini sesuai 

firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan untuk taat 

kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, serta untuk mengembalikan setiap 

persoalan kepada prinsip syariat dan keadilan. Ayat ini menegaskan bahwa 

pemimpin wajib menjalankan amanah dalam mengurus kehidupan 

masyarakat, termasuk dalam pengelolaan anggaran publik. 

Dalam pengertian Siyasah Tanfidziyyah ini bisa disimpulkan bahwa 

pengelolaan keuangan desa sangat berpengaruh dengan pengelolaan dari 

kepala desa dalam suatu desa, inilah yang menjadi patokannya setiap kepala 

desa untuk menjalankan amanah dan tugas-tugas yang sudah di berikan 

kepada kepala desa itu sendiri. Sebagaimana yang sudah di firmankan Allah 

SWT. dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi: 

                                

                                     

 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara 

kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 

(Q.S. An-Nisa/4: 59).
9
  

Secara khusus dapat dikatakan bahwa ayat ini memerintahkan untuk 
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menetapkan hukum dengan adil, maka ayat di atas  memerintahkan kaum 

mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwewenang 

menetapkan hukum. Secara berurut dinyatakan- Nya; Wahai orang-orang 

yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah- Nya yang tercantum 

dalam al-Qur‟an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw. dalam 

segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun 

perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana  tercantum dalam 

sunnahnya yang sahih, dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang 

berwewenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan 

bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya 

tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya.
10

 

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat ini 

adalah memerintahkan kepada kaum mukminin agar menaati putusan hukum 

dari siapa pun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurut 

dinyatakan-Nya, wahai orang-orang beriman taatilah Allah dalam perintah-

perintahNya yang tercantum dalam al-qur‟an dan taatilah rasul-nya,yakni 

nabi Muhammad dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan 

sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya,sebagaimana tercantum 

dlsm sunnahnya yang sahih dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni 

yang berwenang menangani urusab-urusan kamu, selama mereka merupakan 

bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin dan selama perintahya 

tidak bertentanggan dengan perintah Rasul-Nya. Maka jika berbeda pendapat 

tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah 
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dalam sunnah yang sahih , maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa 

firman allah yang tercantum dalam Al-Qur‟an serta nilai-nilai dan jiwa 

tuntutan rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan 

berkesinambungan kepada Allah di kemudian hari. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari 

definisi tersebut maka siklus pengelolaan keuangan desa terdiri dari: (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) penatausahaan, (4) pelaporan, dan (5) 

pertanggungjawaban.
11

 

Faktor yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian 

mengenai Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

implemetasi pengelolaan keuangan desa, ialah karena peneliti ingin 

menguraikan penerapan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa yang terkonsep dan 

sistematis berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di kampung 

Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak. 

Berdasarkan pengamatan (observasi) awal dan informasi yang 

penulis dapati di lapangan, penulis menemukan beberapa gejala seperti: 
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1.  Masih ada dalam pengelolaan dana desa oleh perangkat desa tidak 

transparan. Pemicu awalnya kurangnya pemahaman aparat desa tentang 

peraturan keuangan yang berlaku, khususnya Permendagri No. 2 Tahun 

2016. Akibatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perangkat desa 

dalam pengelolaan keuangan. 

2. Masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan 

pengawasan keuangan desa. Pemicu awalnya rendahnya kapasitas 

sumber daya manusia di tingkat desa untuk mengelola keuangan secara 

profesional.  Akibatnya, potensi penyalahgunaan dana desa yang dapat 

merugikan pembangunan desa. 

3. Masih ada laporan penggunaan anggaran tidak terstruktur dan kurang 

akuntabel. Pemicu awalnya tidak optimalnya pengawasan eksternal oleh 

pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Akibatnya Terganggunya 

keberlanjutan program-program desa yang dirancang untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

Berdasarkan gejala atau permasalahan tersebut di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi 

dengan Judul Penelitian: “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung 

Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Perspektif Siyasah 

Tanfidziyyah”. 
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B. Batasan Masalah 

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipermasalahkan, maka perlu dijelaskan tentang batasan permasalahan yang 

akan dituangkan dalam penelitian ini, yaitu implementasi peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di 

kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh kecamatan 

Mempura kabupaten Siak, serta perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap 

pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura 

kabupaten Siak. 

 

C. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh 

kecamatan Mempura kabupaten Siak? 

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa 

di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak? 

c. Bagaimana perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap pengelolaan 

keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah: 

a. Ingin mengetahui implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di 

kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak. 

b. Ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura 

kabupaten Siak. 

c. Ingin mengetahui perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap 

pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura 

kabupaten Siak. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian, Adapun manfaat penelitian 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Dari perspektif keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat 

memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan menambah referensi 

bagi siapa saja yang berminat untuk mendalami topik tersebut. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian. 
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2) Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan 

program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata 

Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Teori Pengelolaan Keuangan Desa 

Definisi keuangan desa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa 

dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasi, serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
12

 Pengelolaan keuangan 

desa harus didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu, transparansi, 

merupakan informasi keuangan harus mudah diakses dan diketahui oleh 

masyarakat desa, akuntabilitas, yaitu setiap penggunaan anggaran harus 

dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif yaitu masyarakat desa harus 

dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, tertib dan 

disiplin anggaran, merupakan pengelolaan keuangan harus sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dan dalam batas yang telah ditentukan.  

Pengelolaan keuangan yang besar sebagai asa yang bisa menaruh 

kesejahteraan pada warga desa, dan karena itu maka pada 

pengelolalaannya dituntut buat bisa menerapkan konsep pengelolaan yang 
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baik (Good Governance) yang bisa menciptakan warga makmur dan 

sejahtera. Menurut Pramusinto & Latief, penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance pada pengelolaan pemerintahan kampung Paluh wajib di 

tingkatkan pada beberapa aspek, misalnya transparansi pada penggunaan 

dana desa, menciptakan poster ditempat umum, lalu akuntabilitas seluruh 

perangkat desa, wajib menaikkan kinerja supaya output yang didapat bisa 

maksimal, ad interim pada aspek partisipasi, penegakan hukum, daya 

tangkap, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi berorientasi konsesus dalam 

pengelolaan pemerintahannya.
13

 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

Konsep dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa adalah untuk membuat perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel dan 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Bukan 

hanya itu, konsep dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan mengenai pihak- pihak 

yang memiliki kekuasaan untuk melakukan pengelolaan keuangan desa. 

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 

2018 bahwa:  

a. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah dalam 

kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. 
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b. Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana mempunyai kewenangan 

berupa:  

1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa  

2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa.  

3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APB desa.  

4) menetapkan PPKD  

5) menyetujui DPA, DPPA dan DPAL.  

6) menyetujui RAK desa.  

7) menyetujui SPP.  

c. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan 

sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.  

d. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan 

dengan keputusan Kepala Desa.
14

 

Maksud dari Pasal 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut 

maka Kepala Desa memiliki kekuasaan tertinggi dalam melakukan 

pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya dalam melaksanakan 

kekuasaannya, Kepala Desa juga dibantu oleh PPKD yaitu perangkat desa 

seperti Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, serta Kaur Keuangan. Tugas dari 

masing-masing pejabat PPKD ini juga sudah ditetapkan Pasal 5, Pasal 6 

dan Pasal 8 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.  
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Tujuan dari adanya pembagian kekuasaan dalam pengelolaan 

keuangan desa adalah untuk memperjelas dan membatasi kewenangan 

masing-masing pihak, sehingga tidak semua pihak atau orang yang ada di 

desa tersebut ikut campur dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga 

pengelolaan keuangan desa hanya dipegang oleh pihak yang diberi 

tanggungjawab sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 dan 

pengelolaan keuangan desa menjadi lebih terpusat.
15

 

3. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah 

a. Definisi Fiqh Siyasah Tanfidziyyah 

Kata Siyasah berasal dari fi‟il madi sasa yang mempunyai arti 

mengatur, mengurus memerintah, pemerintahan atau perumus 

kebijakan. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqih siyasah, 

Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk 

melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-

tanfidziyah).
16

 Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang-undanganan yang telah dirumuskan 

tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang 

berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan 

negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini 

adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan 

situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya, 
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sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang 

dari nilai-nilai ajaran Islam. Kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga 

harus sesuai dengan nash dan kemaslahatan. 

Siyasah Tanfidziyyah terdiri dari dua kata yaitu Siyasah dan 

Tanfidziyyah. Secara etimologi kata “siyasah” yang berasal dari kata 

sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, 

membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah secara 

etimologis dalam lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu 

dengan cara membawa kepada kemaslahatan. 

Sedangkan secara terminologi siyasah adalah ilmu tata negara 

Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan 

kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, 

berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang 

kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan 

kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai 

kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.
17

 

Menurut Ibnu Nujaim, siyasah adalah suatu tindakan atau 

kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang 

dipandangnya baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang 

terperinci yang mengaturnya. Sedangkan menurut Ibnu „Aqil al 

Hanbali, siyasah adalah suatu tindakan atau kebijakan yang membawa 

                                                     
17
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umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan 

mereka dari kerusakan, meskipun tidak ada hadis yang mengaturnya 

atau wahyu yang turun (terkait hal itu).
18

 

Dari uraian tentang siyasah maka dapat ditarik kesimpulan 

yakni, sayasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam 

tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan 

hukum yang ada. Sementara itu, kata Tanfidziyyah secara etimologi 

berasal dari kata 'naffadza' yang berarti melaksanakan. Tanfidziah ialah 

badan pelaksana harian syariah.
19

 Sedangkan secara terminologi 

Siyasah Tanfidziyyah (Politik Pelaksanaaan Undang-Undang) 

merupakan siyasah yang berhubungan dengan politik dalam hal 

pelaksanaan undang-undang.
20

 

b. Dasar Hukum 

1) Al-Qur‟an 

  Al-qur‟an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang 

utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur‟an 

merupakan mukjizat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah 

SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur‟an sebagai kitab suci 

umat Islam memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh 

umat manusia. Pernyataan ini mengandung arti bahwa ayat-ayat 

yang termuat di dalamnya berisi ajaran dan tuntutan-tuntutan yang 
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dapat dijadikan petunjuk dalam kehidupan didunia. Umat Islam 

dalam sejarah Panjang yang dilaluinya, sepakat bahwa Al-Qur‟an 

merupakan kalam Ilahi yang menjadi nilai dan rujukan utama 

sumber ajaran Islam. Al-Qur‟an juga merupakan risalah Allah 

kepada manusia semuanya.
21

 

  Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-qur‟an dan hadits, 

moqosidu syari‟ah yang menjadi dasar pengetahuan tentang 

kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana 

hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi 

kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan 

pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. 

  Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam 

Al-Qur‟an maupun Hadits, sehingga wajar kalua semua tuntutan 

dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan, seperti keadilan 

dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat 

sebagai ditetapkan didalam syari‟at Islam.
22

 

  Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri 

nikmat Allah SWT, seperti yang telah Allah firmankan secara jelas 

didalam Q.S An-Nisa‟ayat 58: 

                       
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 Manna Khalil al-Qattan, Mabahlits fi Ulum Al-Qur‟an, terjemahan Mudzakir AS, 

(Jakarta: Pustaka Litera Antaranusa, 1998), cet. Ke-4, hlm. 11. 
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 Abu fahhmi, Hrd Syari‟ah Teori dan Implementasi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2014), hlm. 20. 
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                        

         

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pangajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha 

mendengar lagi maha melihat”. (Q.s An-Nisa‟ [58]: 4). 

 

   Dalam ayat Al-Qur‟an Allah memerintahkan untuk 

umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas 

yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah 

keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing 

masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam syari‟at Islam. 

2) Hadist 

  Sebagaimana Al-Qur‟an, Sunnah (Hadits) Nabi juga 

berkedudukan sebagai sumber hukum atau sebagai dalil hukum 

syara‟. Kedudukan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber 

hukum karena mengandung norma-norma yang didalamnya 

mengandung hukum syara‟ dan daripadanya digali serta ditemukan 

dan dirumuskan hukum syara‟ di dalam Al-Qur‟an terdapat kata 

“sunnah‟ dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti “kebiasaan 

yang berlaku” dan “jalan yang diikuti”.
23

 

  Proses periwayatan Hadits biasanya disaksikan oleh 

beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan 
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disampaikan dari generasi ke generasi sajak zaman nabi hingga 

akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan 

perawi yang berkesinambungan.
24

 Adapun hadis yang diriwayatkan 

oleh perawi yang membahas tentang Siyasah Tanfidziyah mengenai 

kepemimpinan adalah: Dari Abu Maryam Al-Azdi Ra: Nabi SAW 

bersabda “barangsiapa diserahi kekuasaan oleh Allah untuk 

menangani urusan kaum muslim, namun ia tidak memperhatikan 

kebutuhan mereka dan kaum fakir, Allah tidak akan memperhatikan 

kebutuhannya". (Hr Abu Daud dan At-Tirmizi). 

c. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyaah 

Fiqih Siyasah Tanfidziyah mencangkup bidang kehidupan yang 

sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan. 

2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya. 

3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya. 

4) Persoalan bai‟at. 

5) Persoalan waliyul ahdi. 

6) Persoalan perwakilan. 

7) Persoalan perwakilan. 

8) Persoalan ahlul halli wal aqdi. 

9) Persoalan wizarah dan perbandingannya. 

   Persoalan Siyasah Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan 
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 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaan kritis Ibnu Taimiyah Tentang 
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dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-

Qur‟an maupun Hadits, maqosidu syari‟ah, dan semangat ajaran Islam di 

dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimapun 

perubahan masyarakat karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur 

dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang 

dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya 

hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.
25

 

4. Deskripsi Lokasi Penelitian 

a. Lokasi Kampung Paluh 

Penamaan desa di Kabupaten Siak diganti dengan kampung, hal 

ini mengacu pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa (UU Desa), yang menjadi dasar terbitnya Peraturan 

Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung. Perubahan penamaan 

ini tidak hanya desa saja yang berganti, tetapi penanamaan untuk 

aparat serta struktur organisasi pemerintahan juga dirubah seusai 

dengan penyebutan setempat. Dalam perubahan penamaan ini Kepala 

Desa menjadi Penghulu, Sekretaris Desa menjadi Kerani, Rukun 

Warga menjadi Rukun Kampung dan beberapa pergantian lainnya ke 

penamaan setempat.  

Salah satu desa yang mengalami perubahan penamaan ini 

adalah Kampung Paluh. Secara administratif kampung ini merupakan 

bagian dari wilayah Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi 

                                                     
25

 H.A, Djazulu, Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- 

Rambu Syariah, (Jakarta: kencana, 2003) hlm. 47. 



23 

 

 

 

Riau. Kampung Paluh terdiri dari tiga (3) dusun terdiri dari tiga (3) 

Rukun Kampung (RK) dan delapan (8) Rukun Tetangga (RT). Secara 

astronomis terletak pada posisi koordinat 102° 03' 48,00” - 102° 11‟ 

53,87” Bujur Timur (BT) dan 0° 46' 36,61” - 0° 49‟ 15,1” Lintang 

Utara (LU) . Secara geografis, Kampung Paluh berada di tepi Sungai 

Siak, di bagian Utara terdapat Sungai Pinang dan pada bagian Barat 

mengalir Sungai Tonggak. Posisi Kampung ini dekat dengan ibukota 

kabupaten Siak dan berada di seberang Istana Siak. Kampung Paluh 

dahulunya merupakan wilayah tempat penyeberangan bagi masyarakat 

yang ingin berpergian dari Siak ke Pekanbaru, sebelum dibangunnya 

jembatan Tengku Agung Sultanah yang diresmikan pada tahun 2007.
26

 

Lebih jelas mengenai lokasi Kampung Tuah dapat dilihat pada peta 

berikut ini: 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Kampung Paluh 
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Kampung Paluh, op.cit., h. 1 
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b. Struktur Organisasi Kampung Paluh, Kecamatan Mempura, 

Kabupaten Siak 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan 

peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah 

dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan 

penelitian yang direncanakan. Kajian Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk 
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melihat dan menilai perbedaan-perbedaan penelitian yang direncanakan 

dengan penelitian sebelumnya. 

Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain 

yang telah lebih terdahulu membahas terkait dengan implementasi peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan 

desa di kampung Paluh, Kecamatan Mempura, kabupaten Siak. Di antaranya 

adalah: 

1. Skripsi Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Salatiga. Disusun oleh 

Alvin Fariski Adam, dengan judul “Analilis Pengelolaan APBDes 

Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018”.
27

 

 Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas 

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang tertuang dalam 

peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 dan peraturan ini 

sangat menjadi patokan setiap desa untuk mnertibkan aturan yang sudah 

berlaku. Adapun perbedannya yaitu skripsi tersebut bukan hanya 

membahas pengelolaan APBDes tetapi juga membahas analisa terhadap 

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Sedangkkan penulis 

membahas Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. 

2. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro. Disusun 

Oleh Lilik Kholifah, dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Tentang 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”
28
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Alvin Fariski Adam, Analisis Pengelolaan Apbdes Perspektif Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dan Fiqh Siyasah, (Skripsi: 

Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023) 
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 Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji 

bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa itu harus 

sesuai dengan apa yang sudah di terapkan oleh pemerintah agar 

mekanismenya pengelolaannya sesuai dengan apa yang ada di peraturan 

perundang-undangan. Adapun Perbedaannya yaitu skripsi tersebut tidak 

berpatokan dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 

tentang pengelolaan keuangan desa sedangkan penulis menggunakan 

materi tentang peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018. 

3. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang 

Disusun Oleh Faizatul Kaimah, dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.”
29

 

 Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji 

tentang pengelolaan dana desa yang berdampak dengan kebijakan 

pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan desa iu sendiri supaya 

teratur cara penerapan dan mekanismenysa. Adapun Perbedaannya yaitu 

artikel tersebut membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam 

pemberdayaan masyarakat, sedangkan penulis membahas tentang 

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa menurut peraturan 

menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018. 
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Faizatul Kaimah, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research). 

Menurut Deddy Mulyana penelitian lapangan (field Research) adalah jenis 

penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. 

Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga 

data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-

fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti 

menggunakan jenis penelitian Field Research, agar dapat mencari data di 

lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena 

terkecil yang menjadi acuan titik sampai mengamati fenomena terbesar serta 

berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.
30

  

 

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat post-positivisme, 

sebab berguna untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 

eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi.31 Metode kualitatif digunakan untuk me$ndapatkan data 

                                                     
30

Dyva Claretta Ellen Mahendra Agatha, “Program Pendayagunaan Masyarakat Pada 

Kegiatan Lmi Innovation Weeks 2023,” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 3., No. 

1., (2023), h. 235 
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Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” Humanika, 

Volume 21., No. 1., (2021), h. 36.  
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yang sebenarnya data yang me$ngandung makna. Makna adalah data yang 

sebenarnya, data yang pasti me$rupakan suatu nilai di balik data yang tampak.  

Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengatahui 

implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura 

kabupaten Siak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan 

keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak, serta 

perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap pengelolaan keuangan desa di 

kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. 

Penelitian lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam 

penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti 

objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam 

melakukan penelitian.32 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penelitian melakukan 

penelitian ini, tepatnya di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten 

Siak Provinsi Riau. Secara geografis, Kampung Paluh berada di tepi Sungai 

Siak, di bagian Utara terdapat Sungai Pinang dan pada bagian Barat mengalir 

Sungai Tonggak. Peneliti tertarik memilih di lokasi ini, karena lokasi ini 

permasalahan yang terkait dengan judul penelitian penulis. 
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Wibawa Lafaila et al., “Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam 

Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen 

Park Royal Sidoarjo,” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Volume 9., No. 2., (2022), h. 21. 
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D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber 

tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai 

sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh 

keterangan.33 

Subjek penelitian ini adalah Pejabat yang bersangkutan di 

antaranya : Kepala Desa (Kampung) Paluh, Rukun Kampung (RK) 

Kampung Paluh, Masyarakat Kampung Paluh.  

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang 

menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan 

diteliti untuk mendapatkan gambaran jelas dari suatu penelitian.34 

Yang menjadi objek penelitian adalah implementasi peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan 

keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak 

perspektif siyasah tanfidziyyah. 

 

E. Informan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif tidak me$nggunakan istilah populasi, 

tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang 

terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (places) pelaku (actors), dan aktivitas 

                                                     
33

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitiaan, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 

61 
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Neng Siti Hamidah dan Reihana Jannati Hakim, “Peran Sosial Media Atas Perilaku 

Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec.Parakansalak,” Sentri: Jurnal 

Riset Ilmiah, Volume 2., No. 3., (2023), h. 685  
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(activity) yang berinterkasi secara sinergis.35 Situasi sosial ini bisa dikatakan 

se$bagai obje$k pe$ne$litian.  

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena 

peneltian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial 

tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi 

ditransfer ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan 

situasi sosial pada kasus yang dipelajari.36  

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, 

tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan sampel dalam penelitian 

kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis. 

Dalam penelitiana ini, peneliti mengambil 4 informan yang terdiri 

dari 1 orang Kepala Desa Kampung Paluh, 1 orang Rukun Kampung (RK) 

Kampung Paluh, 2 orang Masyarakat Kampung Paluh. 

 

F. Sumber Data 

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang 

digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber 

data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu: 

1. Data primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta 

CV, 2013), h. 215 
36

 Ibid., h. 216 
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alat lainnya.37 Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari Kepala Desa Kampung Paluh, 

Sekretaris Desa Kampung Paluh / Kerani, Bendahara Desa Kampung 

Paluh, Staff Kantor Desa Kampung Paluh, Rukun Kampung (RK) 

Kampung Paluh, Masyarakat Kampung Paluh. 

2. Sumber Sekunder 

Data sekuner adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari 

bahan kepustakaan.38 Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data 

primer mengingat, bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data 

praktek yang ada secara langsung di dalam praktek di lapangan. Untuk 

melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam 

teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, 

artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian 

yang dilakukan.39 Dalam hal ini peneliti mengunakan sumber data 

sekunder yang berkaitan dengan implementasi peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di 

kampung Paluh, Kecamatan Mempura, kabupaten Siak, dan tinjauan 

fiqih siyasah tanfidziyyah terhadap pengelolaan keuangan desa di 

                                                     
37

Nurjanah, “Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha 

Laundry Bunda”, Jurnal Mahasiswa, Volume 1., No. 1., (2021), h. 121. 
38

Ibid. 
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Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan 

Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas 

Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura” Jurnal Ekonomi, Volume 21., 

No. 3., (2019), h. 311. 
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kampung Paluh, kecamatan Mempura, kabupaten Siak serta sumber 

informasi lainnya yang berkaitan. 

3. Data Tersier 

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data 

primer dan data sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

 

G. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi:  

1. Observasi 

Yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan 

langsung di tempat penelitian.40 Hasil dari pengumpulan tersebut peneliti 

digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian. Teknik ini 

dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian lapangan 

yaitu di di Kampung Paluh, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, 

Provinsi Riau mengenai implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung 

Paluh, Kecamatan Mempura, kabupaten Siak, dan tinjauan fiqih siyasah 

tanfidziyyah terhadap pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh, 

kecamatan Mempura, kabupaten Siak. 
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Yoki Aprianti, Evi Lorita, dan Yusuarsono, “Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat 
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2. Wawancara 

Metode wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan guna 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaan pada responden/narasumber.41 Wawancara terbagi 

menjadi tiga jenis yaitu wawancara instruktur atau terpimpin, wawancara 

tidak terstruktur atau bebas, dan wawancara semi terstruktur atau bebas 

terpimpin, wawancara terstruktur atau terpimpin artinya pewawancara 

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sekaligus alternatif 

jawaban telah bersedia sedangkan wawancara tidak terstruktur artinya 

pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja kepada narasumber, 

tetapi tetap mengingat data apa yang akan dikumpulkan. Dalam hal ini 

narasumber berhak untuk menjawab sesuai dengan pikiran dan 

pendapatnya. Wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin artinya 

kombinasi antara wawancara terstruktur atau terpimpin dengan 

wawancara tidak terstruktur atau bebas.42 

Dari ketiga macam metode wawancara tersebut maka peneliti 

menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang ditunjukkan 

kepada Kepala Desa Kampung Paluh, Sekretaris Desa Kampung Paluh / 

Kerani, Bendahara Desa Kampung Paluh, Staff Kantor Desa Kampung 

Paluh, Rukun Kampung (RK) Kampung Paluh, Masyarakat Kampung 

Paluh. Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data 

terkait penelitian yang akan peneliti lakukan. 

                                                     
41

Erga Trivaika dan Mamok Andri Senubekti, “Perancangan Aplikasi Pengelola 

Keuangan Pribadi Berbasis Android” Jurnal Nuansa Informatika, Volume 16., No. 1., (2022), h. 

34. 
42

Alvin Farizki Adam, “Analisis Pengelolaan APBDes Perspektif Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Fiqh Siyasah” 

(Skripsi: Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023), h. 18. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan transkip buku surat kabar notulen rapat dan 

sebagainya.43 Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian 

tentang implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh, Kecamatan 

Mempura, kabupaten Siak, dan tinjauan fiqih siyasah tanfidziyyah 

terhadap pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh, kecamatan 

Mempura, kabupaten Siak. 

4. Studi Kepustakaan 

Yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-

buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, website, yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti yaitu mengenai 

implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh, Kecamatan 

Mempura, kabupaten Siak, dan tinjauan fiqih siyasah tanfidziyyah 

terhadap pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh, kecamatan 

Mempura, kabupaten Siak. 

 

H. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Analisis data merupakan upaya 

                                                     
43

Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal 

Wacana, Volume 8., No. 2., (2014), h. 179. 



35 

 

 

 

mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hasil 

lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti 

dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain.44 

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya 

adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga 

diperoleh kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan 

diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis 

deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini.  Oleh karena itu, teknik 

analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis 

ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari te$ma dan 

polanya.45 Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mecarinya bila diperlukan. Pada 

tahap ini informasi yang dikumpulkan adalah sebagai informasi 

wawancara dan persepsi tentang implementasi peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di 

kampung Paluh, Kecamatan Mempura, kabupaten Siak, dan tinjauan 

fiqih siyasah tanfidziyyah terhadap pengelolaan keuangan desa di 

kampung Paluh, kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Data tersebut 

                                                     
44

Nurdewi, “Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangga Melayani 

Di Provinsi Maluku Utara”, Jurnal Riset Ilmiah, Volume 1., No. 2,, (2022), h. 300. 
45

Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif” Jurnal Alhadharah, Volume 17., No. 33., 

(2019), h. 91.  
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dapat diselaraskan dengan kebutuhan penelitian, sehingga menyajikan 

penyajian yang mudah dipahami. 

2. Penyajian Data 

Setelah data tersebut direduksi maka tahap selanjutnya peneliti 

akan melakukan penyajian/penyampaian data yang telah diperoleh dari 

lokasi peneltian. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan 

bentuk deskriptif karena menggunakan metode kualitatif.46 Hasil 

pengumpulan data sebelumnya merupakan data yang dimanfaatkan oleh 

peneliti dalam penyampaian data. Melalui penyajian/penyampaian data 

tersebut, maka data akan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan 

semakin rapi dan mudah dimengerti. Agar lebih terarahnya penyajian 

data dari hasil penelitian maka penulis akan mengemukakan data 

berdasarkan pokok-pokok bahasan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan diawal 

yang sifatnya masih belum jeals akan berpotensi mengalami perubahan 

apabila peneliti tidak mampu menemukan fakta-fakta konkret pada 

pengumpulan data berikutnya. Yang diharapkan dari penelitian kualitatif 

adalah adanya penjelasan yang lebih aktual dibanding penelitian 

sebelumnya. Bisa berbentuk deskripsi atau penjelasan suatu objek yang 

awalnya belum bisa dipastikan kebenerannya menjadi bisa dipastikan. 

                                                     
46

Rony Zulfirman, “Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan” Jurnal Penelitian, 

Pendidikan dan Pengajaran, Volume 3., No. 2., (2022), h. 150. 



37 

 

 

 

Pada tahap ini peneliti akan menyampaikan, memahami, dan mengkritisi 

bukti yang ada dengan tujuan dapat memahami fenomena apa yang 

sebenarnya terjadi, sehingga terciptanya sebuah kesimpulam dan 

penjelasan secara umum mengenai implementasi peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa 

di kampung Paluh, Kecamatan Mempura, kabupaten Siak, dan tinjauan 

fiqih siyasah tanfidziyyah terhadap pengelolaan keuangan desa di 

kampung Paluh, kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan 

beberapa kesimpulan dari permasalahan yang dibahas: 

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Paluh, Kecamatan 

Mempura, Kabupaten Siak, secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan 

tahapan peraturan, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun, dalam praktiknya masih 

terdapat berbagai kekurangan. Sehingga implementasi terhadap 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 masih dinilai kurang optimal. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhinya memiliki beberapa point tertentu 

seperti faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam point faktor 

pendukung yaitu: a. komitmen kepala desa yang teguh dalam penerapan 

undang-undang ini dan b. adanya partisipasi masyarakat yang memenuhi 

kriteria. Selanjutnya pada faktor penghambatnya yaitu: a. Keterbatasan 

sumber daya manusia yang tidak memahami tata kelola dan b. keterbatasan 

sarana dan prasarana teknologi yang tidak memadai. Pelaporan keuangan 

yang masih mengalami hambatan akibat keterbatasan sumber daya manusia. 

Implementasi peraturan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan 

semangat dan tujuan regulasi yang mendorong akuntabilitas, transparansi, 

dan partisipasi publik dalam pengelolaan dana desa. Serta Pelibatan 

masyarakat pun hanya bersifat formal dan belum menyentuh partisipasi 
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aktif, transparansi belum berjalan optimal karena informasi anggaran 

terbatas pada baliho dan grup media sosial. 

3. Jika dianalisis dari perspektif siyasah tanfiziyyah, pengelolaan keuangan 

desa di Kampung Paluh telah berupaya melaksanakan kewenangan 

eksekutif sesuai aturan, tetapi beberapa unsur tanfiziyyah masih perlu 

diperkuat, yaitu: transparansi dalam pelaksanaan kebijakan, efektivitas 

administrasi dan kapasitas aparatur desa, pengawasan tanfiziyyah dan 

akuntabilitas publik, dan disiplin dalam eksekusi dan penyesuaian 

kebijakan. Dengan memperkuat aspek-aspek tersebut, pelaksanaan 

Permendagri 20/2018 akan lebih sesuai dengan prinsip siyasah tanfiziyyah 

yang menekankan amanah, keadilan, efektivitas, dan ketertiban dalam 

pelaksanaan pemerintahan. 

 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Kampung Paluh, diharapkan ke depan dapat lebih 

memaksimalkan peran dalam mengelola keuangan desa, tidak hanya 

dalam aspek administratif, tetapi juga dalam membangun sistem yang 

lebih transparan dan partisipatif. Masih lemahnya pelibatan masyarakat 

serta kurang meratanya informasi menunjukkan bahwa transparansi 

belum berjalan secara substansial. Pemerintah kampung perlu membuka 

ruang dialog yang lebih luas dan aktif dengan masyarakat, serta 

melibatkan warga dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, 

agar tata kelola keuangan desa benar-benar mencerminkan prinsip 

demokrasi lokal. 
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2. Bagi Masyarakat Kampung Paluh, disarankan agar Masyarakat Kampung 

Paluh dapat lebih aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan pengelolaan 

keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hinggaa 

pengawasan. Partisipasi aktif masyarakat akan membantu pemerintah 

desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, 

akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam permendagri 

Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu Masyarakat diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam 

Pembangunan desa, sehingga dapat memberikan masukan yang kontruksif 

dan turut menjaga agar setiap  penggunaan dana desa benar-benar 

bermanfaat bagi kepentingan bersama. Dan masyarakat pun perlu 

memperkuat fungsi sosial kontrol dengan cara mengikuti musyawarah 

desa dan melaporkan apabila terdapat penyimpangan dalam pengelolaan 

keuangan desa secara bijaksana melalui mekanisme yang sesuai dan serta 

mengutamakan amanah, kejujuran, dan tanggung jawab harus menjadi 

prinsip utamanya, bukan sekadar pelengkap.  
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PEDOMAN WAWANCARA 
 

Pedoman Wawancara Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung 

Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Perspektif Siyasah Tanfidziyyah 

 

A. Tujuan 

 Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Paluh Kecamatan Mempura 

Kabupaten Siak Perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Adapun aspek yang di 

wawancarai adalah sebagai berikut: 
 

B. Identitas diri 

a) Nama  : 

b) Jabatan : 

c) Alamat : 

 

C. Pertanyaan penelitian 

1. Kepala Desa Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak: 
a. Bagaimana penerapan Permendagri Nomor 20 tahun di Kampung 

Paluh mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban keuangan 

desa?  

b. Sejauh mana masyarakat dan BPKam dilibatkan dalam pengelolaan 

keuangan desa disini?  

c. Sistem apa yang digunakan untuk mencatat, melapor, dan 

mempertanggung jawabkan keuangan desa?  

d. Apa saja kendala dalam pengelolaan keuangan desa? 

e. Apakah pengelolaan keuangan desa di kampung paluh sudah 

transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat?  

f. Apa saja program/kegiatan utama yg memggunakan dana desa 

kampung paluh 

g. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas keuangan desa dilihat dari 

nilai-nilai islam, seperti amanah dan tanggung jawab? 

 

2. Ketua Rukun Warga Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten 

Siak: 

a. Apakah bapak mengetahui adanya dana desa yang dikelola oleh 

pemerintah desa? 

b. Apakah bapak pernah terlibat, terkait penggunaan dana desa? 
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c. Apakah pemerintah kampung memberikan infomasi secara terbuka 

kepada masyarakat tentang pengunaan dana desa? 

d. Menurut bapak apakah pemerintah kampung sudah mengelola dana 

desa dengan baik dan sesuai aturan? 

e. Apakah ada program atau pembangunan nyata yang bapak rasakan 

manfaatnya dari dana desa? 

f. Menurut bapak apakah pengelolaan dana keuangan desa saat ini 

sudah adil dan amanah? 

 

3. Warga Kampung Paluh, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak: 

a. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak terkait keterbukaan tentang keuangan 

desa? 

b. Apakah pembangunan/kegiatan yang Ibu/Bapak rasakan dari anggaran 

desa? 

c. Apakah Ibu/Bapak mengetahui dana yang di kelola oleh desa, apakah 

tau sumber dana desa berasal? 

d. Apakah pernah diundang dalam musyawarah kampung terkait 

penggunaan dana desa? 

e. Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan penggunaan dana 

desa tersebut? 

f. Apakah Pemerintah kampung memberikan informasi terkait 

pengelolan dana secara terbuka secara transparansi? 

g. Apakah ada program/pembangunan yang kelihatan nyata dirasakan 

masyarakat? 

h. Apakah menurut Ibu/Bapak pemerintah kampung sudah mengelola 

dana desa baik dan sudah sesuai dengan aturan? 

i. Dalam perspektif Islam, apakah menurut Ibu/Bapak pengelolaan dana 

desa ini sudah adil dan amanah? 

j. Apa harapan dan saran Ibu/Bapak terhadap pengelolaan dana desa di 

kampung paluh untuk kedepanya? 
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Wawancara dengan Bapak Supriadi selaku Rukun Kampung Desa Paluh 

Kecamatam Mempura Kabupaten Siak. Pada tanggal 09 Juni 2025 di kediaman 

Bapak Supriadi. 
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Mempura Kabupaten Siak. Pada tanggal 09 Juni 2025 di kediaman ibu Karsih. 

 

 

 

Wawancara dengan bapak Galih Gagah Prakasa selaku masyarakat Kampung 

Paluh Kecamatam Mempura Kabupaten Siak. Pada tanggal 08 Juni 2025 di 

mushola Al-ikhlas. 

 

 

 

 

 



 


